
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di 
maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Peta Jabatan Perangkat 
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Karawang. 

b. bahwa sehubungan analisis jabatan dan analisis 
beban kerja yang akan dijadikan dasar untuk 
penyusunan peta jabatan sebagaimana di maksud 
dalam huruf a telah dilaksanakan, maka berdasarkan 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 perlu 
ditetapkan oleh Pejabat Pembina kepegawaian; 

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
pasal 56 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 
2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 5 
yang menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah 
wajib Menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan 
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisi jabatan dan 
analisis beban kerja serta Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman 
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pasal 2 
yang menyebutkan Instansi Pusat dan Instansi Daerah 
wajib melaksanakan analisis jabatan dan analisis 
beban kerja sebagai prasyarat untuk menyusun peta 
jabatan, uraian jabatan, serta jumlah kebutuhan ASN; 

Menimbang 

BUPATI KARAWANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATIKARAWANG 

PROVINS! JAWA BARAT 

PERATURANBUPATIKARAWANG 

NOMOR 12 TAHUN 2020 

TENT ANG 

PETA JABATAN PERANGKAT DAERAH 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG 



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan 
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 ten tang 
Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Instansi 
Pemerintah; 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5495); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah 2 (dua) kali, terakhir dengan 
Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

Mengingat 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang; 
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; 

3. Bupati adalah Bupati Karawang; 
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris 

Daerah Kabupaten Karawang 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah Kabupaten 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 

6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS 
adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 
diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh 
Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan; 

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi 
bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjiari 
Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah; 

8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN 
adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 
Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi 
tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 
wewenang, dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan 
organisasi; 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETA JABATAN 
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN KARAWANG 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Karawang. 

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis 
.Jabatan; 

9. PeraturanKepala Sadan Kepegawaian Negara Nomor 19 
Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan 
Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil; 



Setiap Aparatur Sipil Negara yang tidak menduduki jabatan pimpinan 
tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional 
diangkat dalam jabatan pelaksana 

BAB III 
PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA 

Pasal 4 

Tujuan di tetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kejelasan 
dalam perencanaan kebutuhan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Karawang. 

Pasal 3 

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman untuk 
menentukan kebutuhan pegawai bagi Perangkat daerah. 

Pasal 2 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

10. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok 
Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan; 

11. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok 
Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu; 

12. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah 
sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah; 

13. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah 
pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan 
manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangundangan; 

14. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukantugas, 
tanggungjawab, wewenang dan hak Aparatur Sipil Negara dalam rangka 
menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan / a tau keterampilan 
untuk mencapai tujuan organisasi; 

15. Nomenklatur Jabatan pelaksana adalah sebutan yang menjadi identitas 
penamaan jabatan dibawah eselon terendah Perangkat Daerah. 

16. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan 
dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan. 

17. Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan pimpinan 
tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang tergambar 
dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai 
dengan yang paling tinggi. 

18. Analisis Behan Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara 
sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas 
dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja. 



Diundangkan di Karawang 
pada tanggal 19 llant 2t'll 

padatanggal t, ...._, 2121 
Ditetapkan di Karawang 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Karawang. 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

( 1) Peta jabatan dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan. 
(2) Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini 

BAB IV 
PETA JABATAN 

Pasal 5 
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